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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian

kerja berdasarkan Sistem Hukum di Indonesia dan dampak hukum terhadap para
pihak apabila terjadi wanprestasi. Jenis Penelitian hukum normatif. Hasil
penelitian Tentang Perjanjian Kerja pada awalnya berasal dari kesepakatan dari
kedua belah pihak atau lebih, dalam Pasal 1313 KUH Perdata.dalam pembentukan
suatu perjanjian kerja didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak, dalam
faktanya para pekerja/buruh tidak mungkin bisa meminta perusahaan untuk
merubah Klausul tersebut yang jelas dapat merugikan pekerja/buruh,
dimungkinkan takut tidak akan bisa masuk sebagai pekerja/buruh di dalam
perusahaan tersebut, yang mana hal tersebut akan melemahkan posisi pekerja
yang memerlukan pekerjaan dan membutuhkan upah dari hasil kerjanya. Menurut
Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH Perdata perjanjian meliputi: (1) Isi perjanjian itu
sendiri, (2) kepatutan, (3) kebiasaan, dan (4) Undang-Undang. Namun
kenyataannya isi yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan ketentuan
dalam Undang-undang terutama dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun 2013 maka dari itu tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian
hukum untuk itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah. Maka dari itu
perjanjian akan hapus apabila salah satu dari para pihak melakukan wanprestasi,
oleh karena itu mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila
suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat
pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdata). Akan tetapi,
dapat terjadi dan berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi
kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Sistem
Hukum Indonesia.
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This study aims to determine the legal arrangements for employment agreements
based on the legal system in Indonesia and the impact of the law on the parties in
case of default. The type of research used in the writing of this thesis is to use
normative legal research which is analytical descriptive which focuses on literature
study which means that there will be more study and study of existing and
applicable legal rules. The results of research on work agreements originally came
from an agreement from both parties or more, in Article 1313 of the Civil Code
which states that an agreement is an act whereby one or more people bind
themselves to one or more other people. The agreement reached must depend on the
parties; The desire or purpose of the parties for legal consequences; Legal
consequences for the benefit of one party and at the expense of the other or
reciprocal. The agreement is made either orally or in writing based on mutual trust
that is manipulated by the business actor, which will weaken the position of
workers who need work and require wages from their work. According to Article
1339 and Article 1347 of the Civil Code the agreement includes: (1) The contents
of the agreement itself, (2) propriety, (3) customs, and (4) Law. However, in reality
the contents of the agreement are contrary to the provisions of the Law, especially
in the Manpower Act Number 13 of 2013, therefore there is no legal protection and
legal certainty, therefore there is need for supervision from the government.
Therefore the agreement will be canceled if one of the parties defaults, therefore it
results in the elimination of the agreements, namely if an agreement is canceled
retroactively, for example as a result of cancellation based on default (Article 1266
of the Civil Code). However, it can happen and expire or be eliminated for a later
time, so the existing obligations remain.

Keywords: Employment Agreement, Legal Protection, Default, Indonesian Legal
System.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkerja serta
mendapatkan Imbalan dan Perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”
sesuai pada Pasal 1 ayat (3). Itu artinya bahwa, Bangsa Indonesia termasuk
Bangsa yang berlandaskan hukum?. Berdasarkan hal tersebut terbentuklah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) selanjutnya disebut

L A. A. Arvino Arnanda Kusuma, | Gusti Ngurah Wairocana, Pelaksanaan Perlindungan
Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak
Dicatatkan Berdaarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada CV. Wijaya Steel, Bagian
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Undang-Undang Ketenagakerjaan Hakikatnya sebuah Undang-Undang
merupakan benteng perlindungan bagi karyawan di Indonesia.

Atas dasar itu, peran serta pemerintah turut serta dalam menangani
masalah perburuhan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan
agar terpenuhinya apa yang di perlukan pekerja atau buruh terhadap hak dan
kewajiban pengusaha maupun pekerja. Peran serta pemerintah dalam bidang
pembentukan sebuah produk perundang-undangan yang kini telah di atur dan
di tuangkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan telah memberikan dampak besar yang sifat hukum yang
mendasar sehingga perburuhan menjadi ganda?.

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan
pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Pernyataan yang
tertuang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 15
tentang Ketenagakerjaan menyatakan sehingga hubungan kerja adalah
hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang didasari dengan
adanya ikatan melalui perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah
dan perintah. Bentuk perjanjian umumnya bebas dan dapat dibuat secara
tulisan ataupun lisan® dan dalam jangka waktunya ditentukan atau tidak
sebelumnya yang diatur dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan.* agar terhindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan
seperti wanprestasi maka dibuatlah perjanjian tertulis untuk menjamin
kepastian hukum untuk mengikat para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas
1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian kerja berdasarkan
sistem hukum di Indonesia ?
2. Apa dampak hukum terhadap para pihak apabila terjadi wanprestasi

tentang perjanjian kerja ?

C. METODE PENELITIAN

2 Lalu Husni, (2003), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi,, Cet. 4,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 152.
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4 Lalu Husni, Op.Cit., hal. 55.



Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

Hukum Normatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perjanjian Kerja berdasarkan Sistem
Hukum Di Indonesia

Suatu perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, artinya para
pihak bebas untuk menentukan klausul apa saja dalam suatu perjanjian
selama klausul tersebut tidak bertentangan dengan Undng-Undng dan
kesusilaan. Menurut Pasal 160la KUHPer Pasal 160l1a, yang dimaksud
dengan perjanjian kerja adalah : “suatu perjanjian diimana pihak yang satu,
buruh mengikatkan diri untuk bkerja kepada pihak yang lain, majikan, selama
waktu tertentu dengan menerima upah’’. Dalam Pasal 1 Angka 14
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa,
perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian antara pekerja ataupun buruh
dengan pengusaha yang menyantumkan ketentuan dan keterikatan sebuah
pekerjaan dan memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak.

Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya pekerjaan
yang diperjanjikan tidak boleh yang tidak sesuai dengan apa yang
diperjanjikan adapun di dalam sebuah Undang-Undang yang sifatnya
memaksa atau dalam tentang ketertiban umum atau dengan tata susila
masyarakat. Sehingga secara positif isi perjanjian kerja adalah hak hak dan
kewajiban yang haru di dapatkan oleh pekerja dan di penuhi oleh majikan
atau perusahaan yang sesuai dengan apa yang di perjanjikan, yang berpangkal
pada melakukan pekerjaan dan pembayaran upah, sering kali kewajiban salah
satu tidak terpenuhi dengan dalam pihak lainnya dan hak pihak yang satu
tersimpul dalam kewajiban pihak lainnya.

Perjanjian kerja merupakan awal terjadinya hubungan kerja antara
pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja biasanya telah disediakan secara
sepihak oleh perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja/buruh tersebut,
dimana isi dari perjanjian kerja tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh
perusahaan dan pihak pekerja/buruh hanya tinggal menandatangani saja

sebagai bentuk menyetujuinya atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut.



Adapun yang sering kita jumpai isi dalam sebuah perjanjian kerja telah
bentuk baku terlebih dahulu secara sehingga pembentukan perjanjian
sepihak oleh perusahaan, maka biasanya isinya lebih menitik beratkan
menguntungan oleh sebelah pihak dan tidak ada pilihan lain selain menerima
apa yang telah di perjanjikan,sehingga pekerja ataupun buruh sering kali
berada di posisi yang tidak diuntungkan. Akibatnya pengusaha mengatur
hak-haknya dan tidak kewajibannya. Keadaan tersebut jelas tidak
memberikan perlidungan terhadap pekerja/buruh. Hendaknya dalam
pembentukan suatu perjanjian kerja didasarkan kepada asas kebebasan
berkontrak, dalam faktanya para pekerja/buruh tidak mungkin bisa meminta
perusahaan untuk merubah klausul tersebut yang jelas dapat merugikan
pekerja/buruh, dimungkinkan takut tidak akan bisa masuk sebagai
pekerja/buruh di dalam perusahaan tersebut

Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan
melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat
sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu, sementara tidak
berbuat sesuatu adalah seseorang yang tidak akan melakukan sesuatu yang
sama dalam jumlah lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak
dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa atau overmacht bisa juga karena
wanprestasi.

Perlindungan tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
peraturan pelaksanaannya telah diatur berbagai perlindungan terhadap
pekerja/buruh, termasuk pekerja/buruh yang memakai Perjanjian Kerja.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam
perlindungan terhadap pekerja/buruh, sekaligus merupakan upaya penegakan
hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Di samping itu dengan adanya
pengawasan diinginkan dikemudian hari agar penerapan terhadap peraturan
tentang ketenagakerjaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian melalui pengawasan yang dilakukan tidak adalagi ataupun

berkurangnya adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang



Ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan
baik dan harmonis.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam
pasal 5, yaitu adanya perlindungan bahwa setiap orang atau tenaga kerja
memiliki hak danjuga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama
dan kehidupan layak tanpa adanya diskriminasi dari jenis kelamin, suku, ras,
agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja
yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para
penyandang cacat. Sedangkan dalam Undng-Undng Nomor 13 Tahun 2003
Pasal 6, memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh merupakan
kewajiban dari pengusaha yang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras,

agama dan aliran politik.

B. Dampak Hukum Apabila Para Pihak Melakukan Wanprestasi Terhadap

Perjanjian Kerja

Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk
prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat
sesuatu). Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha,
konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul
kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.
Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka akan mengakibatkan
suatu bentuk ganti rugi. Kerugian yang dapat diganti merupakan harus
kerugian yang didasarkan dengan kerugian wanprestasi, artinya ada hubungan
sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Ganti rugi
yang dimaksud yaitu bentuk-bentuk dari sengketa yang ditimbulkan oleh

pelanggaran perjanjian kerja antara pihak.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk
mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu
perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul
kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi

tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi.



Apabila salah satu pihak tidak menerima dengan bentuk kerugian
yang ditimbulkan oleh salah satu pihak maka akan diselesaikan dengan jalur
hukum yaitu persidangan dan proses pembuktian yang dalam penentuan
ganti kerugian tersebut akan dilaksanakan oleh putusan hakim. Perjanjian
kerja yang dapat dimintakan ganti rugi seperti yang dijelaskan dalam Pasal
62 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “jika salah satu pihak tidak
melakukan hubungan kerja lagi yang tidak sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan di dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama sama,
atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja
diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah
pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja.” Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai berakhirnya perjanjian
kerja karena salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja, hal ini dapat dikatakan
wanprestasi yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yakni ganti rugi
yang harus dibayar kepada pihak lainnya. Jadi dapat diterangkan bahwa

apabila para pihak dalam perjanjian kerja

Akibat hukum terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran dalam
bentuk sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pekerja yang melakukan
pelanggaran diatur dalam perjanjian kerja, hal ini telah dipertegas dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan,
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang telah memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal
1320 yang menyatakan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Sepakat
mereka yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu
perjanjian; Mengenai hal atau objek tertentu; Suatu sebab (causal) yang
halal. Ketentuan ini juga cantum dalam Undang-Undang Republik

Indonesia  Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 ayat 1 tentang



ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa perjanjian kerja dibentuk dari
dasar Kesepakatan kedua belah pihak; Kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan hukum; Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan ~ umum,  kesusilaan, dan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Isi perjanjian kerja merupakan pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang
diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-undang yang sifatnya memaksa atau dalam undang-undang
tentang ketertiban umum atau dengan tata susila masyarakat.
Perlindungan tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
peraturan pelaksanaannya telah diatur berbagai perlindungan terhadap

pekerja/buruh, termasuk pekerja/buruh yang memakai Perjanjian Kerja.
B. Saran

1. Para pihak menjalin hubungan yang harmonis dalam hubungan
ketenagakerjaan karena saling membutuhkan dan Para pihak harus
memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang
berlaku. Setiap perjanjian kerja yang dibuat oleh setiap orang atau lebih
dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak luput dari problematika.
Permasalahan ini muncul karena adanya “Kesempatan”, serta kurangnya

pemahaman.

2. Dalam perundingan perjanjian kerja bersama antara para pihak bila tidak
tercapai kesepakatan wajib dilakukan melalui penyelesaian perselisihan
hubungan industrial secara musyawarah untuk mufakat karena melalui
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipatrit) tidak harus
melibatkan pihak lain, waktu singkat dan biaya ringan, yang paling
prinsip bahwa dalam upaya penyelesaian tidak ada istilah menang atau

kalah, tetapi jalan tengah.
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